


—”

ABSTRAK

[Pembentukan kawasan ekonomi tidak dapat dilakukan dalam keadaan
Rekosangan hukum. Artinva, pembentukan dan mekanisme hubungan antar
Hegaras vang  merupakan angeota dari suastu kawasan  membutuhkan
hehadican peranghat bukum untuk mengesyahkan  dan mengaturnya.
Indonesia sebagai negars anggnta ASEAN dan terlibat dalam pembentulan
AFTA juga tidak dapat menolak kenvataan ini. Justru ite hal vang perlu
dikaji adalah peluang dan tantangan apa muncal dari keejasama kawasan
chonomi terselut. Dari sisi hukum maka permasalah vang muncul adalal
apa implikasi posiif yang timbul dari pembentukan AFTA terhadap
pengembangan Hukum  ekonomi internasional (regionaly ASEAN dan
bagaimans pula implikasinva terhadap kebijaksanaan ekonomi nasional dan
hukuin elkenomi [ndonesia

Lniuk menelith masalah di atas dipergunaban pendekatan juridis normatif,
vakni dengan melakukan penekanan pada aspek hukum dasi perjanjion
AFTA Adapun data yang dibotuhkan adalah data skander vang terdiri aias
bk lukune primer dan skunder antara lain dokumen tentanz AF1A dan
dokimen Liin yang terkait termasuk Heernturkarva tolislaporan pernclitian
vang beriubungan denngan pokok penclitian. Selain ity juza dibistilian
data primer vung dineralel mekalul waswanear,

Diari hasil penelition maka diketahoi | pertomu, pembentukan AFTA dalam
herangha kerjasama ASEAN  mrerupakon suato kebijakan yang  sufit
tdihindars mengingat baliswa negora Indonesia berada ditengs-ltenzah tatanan
sistem ehonomi dan politik internusional vang interdependen. Kedua, AFTA
memberikan implikasi lerhadap hukum ekonomi joternasional  regional
U pun juze teriadap bukum ckonomi pasional Indonesia. Salah salg
implikasi terhadap bukum ekonomi internasional recional adalah bahwa
dalam proses penyususnanya sanoat diperlukan upiva harmonisasi ke arah
unilikasi hukum diantara sistem-sistern hekom {ehonomi) negara-negara
angzats ASEAN,
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Pertemuan puncak ASEAN pada tbhun 1992 vang lalu rzlah memutuskan
Lebiiaksanazn chonomi vang penting dan berpengaruh pada dava saing ehonomi ASEAN
di akhir abad 20 ini. Pertenuan imn telah menvepakati pembenmkan  Kawasan
T Vordaganzan Bebas ASEALC {Siean Free Tradz drea - AFTA) veng akan berlaku

eivhal 13 tahun ke depan.

AFLA merupakan suatu kawasan perdagangzan behas vang menzakup szlurih
wilavah negara anggnia ASEAN dimana arus lalu Tmras barang. jasa dan fakior
peoumany lnnnya vang berasal dan negara-nzeare ASEAN adatah bebas kelusr masuls
Ilambatan tanf vang diperkenankan hanvalab O-3 persco, sedangkan hambatan-hambatan

: nen il lainnya adatah dilarang. ' Pada akhimya diharapkan akan tercipta sialu kavasan

chanom vang stabi den hompetitif dalam rangha persaianzan ckonomi alobal.

Fembeniukan kavasan shonomi dak dapan dilabukan dalam kzadaan kekrsengan

Aamnnima

hukum, Artmya. pembzalukan-dan mebanismez habeogon anlar negars vang merupatan

anggala  darl suaiw kawasan embuiuhban kehadiran peranghal hukum uisiuk
mengesvahhan dan mengaturnya’ | Deneas kara lain, bubungan ekonomi memasional
anlar negara selaly memerluban pengaturan hukum. Dsinilal kemuedian kita akan
me=nerikan peran dan funass ok ekonomi nosional dan intermasional {regional)

VT

Pembenniaon AFTA merepakan suate hal yang penting dan pecly schingga tidgal;
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vereigha shiindornt” Indetesia sebazal negara ansgoia ASEAN dan terlibar dalam
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sembeniehan AFT A juea el dapar menolak kemvataan ini’ Justru s hal vang peru
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HASILE DAN PEMBAHASAN

1. Tmplikasi AFTA terhadap Hukum Fkonomi internasional {(Reginnaly ASEAN
Dalam interdepedensi sistem politik dan ckonomi antara negara dewasa ini,
hubungan ekenomi inlernasional antar negara berdaulat jelas tidak dapat dilakukan dalam
kevaukman atau kekesongan hukum. Maksudnva, kasdab-kasdah dan zas-azas hubum
sangat dibutuhkan untuk mengzanr mekanisme hukunean lersebur, Tokum dalam hal ini
dibutubkban bukan saja uniuk membenkan kepastian dalam berusaba atau dalam
berbisnis, melainkin juga unuk menjamin tercapainya keadilan dikalanzan pelaku tindak
chonomi i, Lebih dad ite, hubum dalem pensaruran 1ala hubungan  ekonomi
irternasional juga dipetlukan unluk mencegah janzan sampal tembul konflik internasionat
¢i bidang perekonomian, atau kalaupun Konflik it tetap muncul maka pranata hukumial

vang diharapkan mampu memberikan solusin

boacdahi-hazdab dan azas-azas hukem vang  berlaku dan berfingsi dalam
peogaturan hubungan ckonomi internasional inilah vang dimabsud dengan istilah hukum
ehanoml intemmasional, Mengingat babwa tata shonomi internasional dalam kurun waki
tzd dosawarsa i cendrung memperbihatian munculnva berbagai kawasanTlok
perdazangan atau regionalisme. maka dapat pula dRatskon bahwa hukum ckonomi
intermasional ada pula yong berlabu bagi negara-negara anggota MEE i kawssan
perdagangan MEE, hukum chonomi ntemasional vang berdaku bagi negaramegara
anggoir LAFTA di kawasan perdagangan LAFTA Demikian pula kaedali-kaedal hukam
chenomi afemasional vang berlaku bog negara-nmesara anpeota ASEAN d wilayah

perdamingan ASEAN,

sampai saul ini nampaknya belum banvak  dibasilkan hukum ekonom
intemasional ASEAN, dalam arli perjanjian-perianiian intermasional multilateral anlar
negara anggola ASEAN vang mengatur berbagm persoalan shonomd di kawasan
ASEAN, T penelitian dilakuban hanva ada beberapa hukum ekonomi internasional

ASEAN, vakni ;



BAR VI

KESIMPULAN DAN SARAN

AL Kesimpulan

[ar pembahasan hasil penclitian AFTA dan Implikasinya terhadap hukum
ckonomi internasional regional dan hukum ckonmomni nasional maka dapat diberikan
keszmpulan sebazai benbkut -

a) Pembentukan AFTA dalam kerangha Kegasama ASEAN mrerupakan suatu
kebijakan vang sulit dikindar menginzat bahwa negara Indonesia berada
ditenga-tengah  tatanan sistem chonomm dan politis  intemasional  vanog
interdependen. Fecuali e pembentukan AFTA juga dak dapar dilepaskan
dari penomenz regionalisme sebagai safah sam upaya pencapalan  latan
ehonomd dunia vang lebily adil.

D) Sebapa suaty bentuk nleprast chononn BEawasan, AR 1A memlnkai
implikast terhadap hukwm ekonemi internasional regional maupun jugs
terhadap hubum ekonemi nasional Indongsia, Salah san implikast lethadap

I P 1.
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penyususnanya sangat diperlukan upasa harmonisas ke arsh unifisast hubem

diantara sistem-sistem hukom {ehonomi) negara-neoara angeola ASEAR.
L d -t =]

3. Saran
Dalam rangka menoshadapi pelaksanzan AFTA tersebut maka pembaharman
hukum ekonomi Indonesia sudab sangant mendasak. Untuk it pada scmuz pihak

vang lerkait Kiranya mengambikd langhah-langkah kongknit uniuk i



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Elty Erawaty, dspek-dspek Hukum Flonom; sehubungan dengan dsean Free Trade
Area (AFT4} makalah, FIT UNPAD, 1993,

1. Soedradjad Ditwandono, Perdiagangan dus Pembangunan: Heluang dan Tantangan
dan Kebijoksanaan Evonomt Liar Negeri, LP3ES, 1992

Nivol Cs, Regionalivm and Now fnsrnationa] Econasne Order, Unilas, USA, 1981,

:;:-Lll'l.'ll':‘.-'fﬂi TTartono, P-a".f'.'-'.é'ri'i'r"-.e.li_'._-;':.'."': ol Eloweami Tendo Jendil |:'|'|1':,Li3]u_'||I FH L AL,

1993,

sunarvati Hartono dan Tanvana Soenandar, dspeledspel bum Fransrasional yang
berkaitan dengan Free Trade Arec. makalah, FIT UNPAD, 1997,

Lainul Daulay, Penerapan Prinsip-Prinsy CGATS dalam Jaso Anghutan Lidara
Internasional dan Inplitasinve tevhadap Anglutar Udara Indonesia, Tesis S2,

Pascasarjana UNPAD, 1994,



